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ABSTRACT 
Sumatra Island contributes 23% of Indonesia's GDP but has 

been among the regions most severely impacted by the 

COVID-19 pandemic. Both central and local governments 

have distributed social assistance to mitigate these effects; 

however, such assistance's benefits remain debatable. This 

study aims to examine the impact of the COVID-19 pandemic 

on economic growth and assess how social protection 

spending moderates this relationship in Sumatra. 

Additionally, related variables such as education and health 

expenditures are analyzed. The research employs a 

quantitative approach using Moderated Regression Analysis 

(MRA) on 544 year-sample data points from 136 

regencies/cities in Sumatra from 2018 to 2021. The findings 

reveal that the COVID-19 pandemic significantly and 

negatively affects economic growth. Social protection 

spending has a significant positive effect on economic 

growth, while education and health expenditures do not 

show a significant impact. Furthermore, the interaction 

between social protection spending and the COVID-19 

pandemic yields a significant positive effect. 

 

Pulau Sumatera menyumbang 23% dari total PDB Indonesia 

namun terdampak parah oleh Pandemi Covid-19. 

Pemerintah pusat dan daerah menyalurkan bantuan sosial, 

tetapi manfaatnya masih diperdebatkan. Penelitian ini 

mengkaji dampak Pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan peran belanja perlindungan sosial sebagai 

moderasi, serta mengevaluasi belanja pendidikan dan 

kesehatan. Metode yang digunakan adalah Moderated 

Regression Analysis (MRA) dengan data 544 sampel-tahun 

dari 136 kabupaten/kota di Sumatera (2018–2021). Hasilnya, 

Pandemi Covid-19 berdampak negatif signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi, belanja perlindungan sosial 

berdampak positif signifikan, sedangkan belanja pendidikan 

dan kesehatan tidak signifikan. Penelitian ini menjadi salah 

satu di Indonesia yang mengeksplorasi peran belanja 

perlindungan sosial dalam moderasi dampak pandemi 

terhadap ekonomi pada tingkat regional. 
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1.  PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif di 

berbagai sendi kehidupan, termasuk di bidang 

ekonomi pada tingkat nasional dan daerah. Hal 

tersebut tergambar dari merosotnya pendapatan 

daerah, menurunnya daya beli, dan berkurangnya 

konsumsi bahan pokok oleh masyarakat (Wu et al., 

2021). Wabah yang melanda dunia selama hampir tiga 

tahun tersebut juga menyebabkan krisis fasilitas 

kesehatan, baik di pusat maupun di daerah, yang pada 

akhirnya membatasi efisiensi tenaga kesehatan. 

Campur tangan pemerintah penting untuk dilakukan, 

khususnya dalam memitigasi dampak Pandemi Covid-

19 di daerah (Anderson et al., 2020). Hal tersebut 

mengingat kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu 

pada dua hal, yaitu sumber daya alam dan sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia berkontribusi 

penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

khususnya kontribusi konsumsi rumah tangga 

terhadap laju pertumbuhan produk domestik bruto 

(Ferdiansah, 2022).  

Penelitian menunjukkan bahwa dengan semakin 

parahnya penyebaran wabah Covid-19, menyebabkan 

penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

semakin diperketat. Akibatnya, aktivitas ekonomi 

berbagai sektor ekonomi, termasuk di dalamnya 

transportasi, akomodasi, restoran, dan perdagangan 

secara umum, terhenti (Dube et al., 2021). Ekonomi 

pun mengalami kontraksi, dan apabila tidak segera 

dimitigasi, ekonomi di tingkat nasional dan daerah 

akan masuk ke lingkaran setan dan ambruk. Dalam 

kacamata fiskal, Pandemi Covid-19 berdampak 

signifikan pada keuangan daerah, ditandai dengan 

menurunnya pendapatan asli daerah, meningkatnya 

ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, 

serta berkurangnya kemampuan pemerintah daerah 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya (Sofi et al., 

2022). 

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah 

dalam memitigasi dan menanggulangi dampak 

Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat 

adalah dengan memanfaatkan instrumen fiskal, yaitu 

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah 

(APBN/APBD).  Penelitian menunjukkan bahwa 

restrukturisasi dan realokasi anggaran terbukti 

mampu menanggulangi dampak negatif dari Pandemi 

Covid-19 (Putri et al., 2023). Usaha tersebut meliputi 

upaya pemerintah dalam revisi anggaran, penerapan 

kebijakan untuk pemulihan ekonomi, serta penguatan 

belanja di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. 

Belanja di bidang perlindungan sosial, seperti 

pemberian uang tunai dan penyaluran barang 

kebutuhan pokok, menjadi salah satu kebijakan utama 

pemerirntah selama Pandemi Covid-19 (Sumadi, 

2023). Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan 

untuk mengurangi dampak negatif pembatasan 

aktivitas, termasuk di dalamanya pada bidang 

ekonomi, bagi masyarakat yang rentan.  

Pulau Sumatera, sebagai pulau terbesar kedua di 

Indonesia berdasarkan jumlah penduduk, dihuni oleh 

lebih dari 60 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 

22% dari total penduduk Indonesia. Pulau ini 

berkontribusi sekitar 23% terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023. Namun, 

selama Pandemi Covid-19, perekonomian Sumatera 

juga mengalami dampak yang signifikan (Akita & 

Alisjahbana, 2023). Pandemi ini menyebabkan 

kontraksi PDRB di wilayah Sumatera, disertai 

peningkatan pengangguran, inflasi, dan gangguan 

pada sektor-sektor utama seperti perkebunan, 

transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) (Liyushiana et al., 2022). Sebagai langkah 

mitigasi, pemerintah pusat dan daerah di Sumatera 

secara aktif menyalurkan bantuan sosial untuk 

meringankan beban masyarakat yang terdampak. 

Namun, manfaat dari pemberian bantuan sosial 

melalui belanja perlindungan sosial tersebut tidak 

terlepas dari pro dan kontra, utamanya terkait dengan 

efektivitas dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 

dan transparansi publik (Juwita, 2023). Permasalahan 

seperti ketidaktepatan penerima bantuan sosial serta 

berbagai hambatan di tingkat daerah mengindikasikan 

pentingnya peran desentralisasi untuk meningkatkan 

penyaluran bantuan sosial di negara berkembang (Lind 

et al., 2021). Hal tersebut karena bantuan sosial yang 

berasal dari belanja perlindungan sosial yang efisien 

dan efektif akan menghasilkan manfaat yang memadai 

ketika terjadi krisis, seperti pengurangan pendapatan 

hingga pengurangan tenaga kerja. 



  
 
  
 

 

Page | 70  
 

Relevansi Kebijakan Bansos Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera 
Selama Pandemi Covid-19  
Faisal Labib Zulfiqar1, Muhammad Ilham Maulana2, Ali Abrori3

 

 

Jurnal Pajak dan Keuangan Negara  Vol.6, No.1, (2024), 
Hal.68-80 

 

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap 

pertumbuhan ekonomi telah diteliti oleh beberapa 

penelitian sebelumnya. Penelitian Ashraf (2020) 

menemukan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak 

negatif terhadap aktivitasi ekonomi pada 77 negara 

yang menjadi objek penelitiannya. Zhang et al. (2021) 

menemukan hal yang sama dimana Pandemi Covid-19 

menyebabkan penurunan daya beli serta performa 

dunia industri di 36 negara yang diamati. Di Indonesia, 

Iskar et al. (2021) menemukan bahwa penerapan PSBB 

di Jakarta berdampak negatif terhadap pekerja 

informal. Selaras dengan hal tersebut, Ridwan (2023) 

menemukan bahwa pembatasan sosial di masa 

Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada 

perekonomian Kota Depok, terutama di sektor UMKM 

dan pariwisata yang mengakibatkan menurunnya daya 

beli masyarakat. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga mencoba 

untuk mengungkap pengaruh belanja perlindungan 

sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, 

sampai dengan saat ini, masih sedikit literatur yang 

meneliti pengaruh moderasi belanja daerah 

perlindungan sosial terhadap dampak pandemi Covid-

19 pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di 

Indonesia. Dalam kaitannya dengan Pandemi Covid-

19, Penelitian di Vietnam mengungkapkan bahwa 

belanja perlindungan sosial dapat mengurangi 

dampak pandemi secara signifikan (Nguyen & Bui, 

2022). Lustig et al. (2023) di Amerika Latin 

menemukan bahwa dampak Pandemi Covid-19 

terhadap masyarakat yang rentang secar ekonomi 

signifikan. Namun, dengan adanya belanja 

perlindungan sosial, dampat memitigasi dampak 

tersebut, terutama di Brazil dan Argentina. Zweig et al. 

(2021) dimana implementasi kebijakan bantuan sosial 

yang baik, dapat memitigasi dampak Pandemi Covid-

19 di Amerika Serikat, Vietnam, hingga Ethiopia. 

Namun demikian, beberapa penelitian lain 

menghasilkan temuan yang bertolak belakang. Kim 

(2021) misalnya, menemukan bahwa belanja 

perlindungan sosial yang dianggarkan tidak dapat 

menanggulangi kesulitan ekonomi yang dialami 

masyarakat selama Pandemi Covid-19. Selain itu, 

Pangaribowo et al. (2022) menemukan bahwa dampak 

belanja bantuan sosial masih belum jelas manfaatnya.  

Merujuk kepada uraian sebelumnya, diketahui 

bahwa penelitian mengenai dampak Pandemi Covid-

19 terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di 

Indonesia masih sedikit. Selain itu, belum ada 

penelitian yang menguji pengaruh moderasi belanja 

perlindungan sosial terhadap dampak pandemi Covid-

19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk menguji 

bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, khususnya di 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Selain itu, diuji 

juga apakah belanja daerah terkait perlindungan sosial 

yang didorong ketika Pandemi Covid-19 mampu 

mengurangi dampak Pandemi Covid-19 terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Pulau 

Sumatera. 

 

2.  KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Peningkatan atau kenaikan yang stabil dalam 

output atau pendapatan aktual suatu negara disebut 

sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi diyakini dipengaruhi oleh sejumlah variabel. 

Perspektif klasik Solow dan Swan menempatkan 

penekanan kuat pada nilai tenaga kerja, modal, dan 

teknologi. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen 

Romer dan Lucas Jr. menyoroti bagaimana inovasi, 

R&D, dan pembangunan mendorong pertumbuhan 

ekonomi (Kustanto, 2020). Menurut hipotesis ini, 

pendanaan pendidikan sangat penting untuk 

mendorong kemakmuran ekonomi jangka panjang. 

Menurut teori lain, Teori Pembangunan Ekonomi 

Berkelanjutan, pembangunan ekonomi 

memperhitungkan keberlanjutan sosial dan 

lingkungan selain skala ekonomi (Ditya et al., 2017) 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah 

satu metrik yang sering digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi. Alat ini dikenal sebagai Produk 

Domestik Bruto Regional (PDRB) di tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota. Total produksi barang dan jasa 

suatu wilayah dirangkum dalam bentuk produk 

regional bruto (PDRB). Salah satu metrik penting untuk 

mengevaluasi efektivitas inisiatif pembangunan suatu 

wilayah adalah tingkat pertumbuhan PDB. Semua 

produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen, termasuk 



  
 
  
 

 

Page | 71  
 

Relevansi Kebijakan Bansos Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera 
Selama Pandemi Covid-19  
Faisal Labib Zulfiqar1, Muhammad Ilham Maulana2, Ali Abrori3

 

 

Jurnal Pajak dan Keuangan Negara  Vol.6, No.1, (2024), 
Hal.68-80 

 

keluarga, bisnis, pemerintah, dan pihak asing, 

dijumlahkan untuk menentukan produk nasional 

bruto (PDRB) (Andiojaya et al., 2022).  

Baik ekonomi global maupun kesehatan telah 

terdampak oleh bencana yang disebut pandemi Covid-

19. Ekonomi global menyusut sebesar 6% sejak 

dimulainya pandemi pada tahun 2020 (Ajami, 2020). 

Pertumbuhan ekonomi telah terdampak negatif oleh 

kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

yang diterapkan oleh Indonesia dan negara-negara lain 

di seluruh dunia (Pradesha et al., 2020).  

Penelitian Ashraf (2020) menemukan bahwa 

Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap 

aktivitasi ekonomi pada 77 negara yang menjadi objek 

penelitiannya. Meskipun negara-negara tersebut telah 

mengadopsi berbagai kebijakan untuk menanggulangi 

pandemi, namun pembatasan aktivitas berdampak 

buruk terhadap kinerja ekonomi. Salah satunya 

terlihat dari performa pasar saham di negara-negara 

tersebut. Penelitian Zhang et al. (2021) menemukan 

hal yang sama. Pandemi Covid-19 menyebabkan 

penurunan daya beli serta performa dunia industri di 

36 negara yang diamati. Penelitian Elnahass et al. 

(2021) memperkuat temuan tersebut dimana 

Pandemi Covid-19 mengancam stabilitas industri 

perbankan di 116 negara yang menjadi objek 

pengamatan. 

Dampak Pandemi Covid-19 juga ditemukan di 

Thailand dan Malaysia. Sebuah penelitian oleh 

Osterrieder et al. (2021) menemukan bahwa Pandemi 

Covid-19 menyebabkan masalah ekonomi bagi mereka 

yang rentan, terutama bagi pekerja muda 

berpenghasilan rendah. Wu et al. (2021) menemukan 

hal serupa di China. Pandemi Covid-19 berdampak 

negatif terutama di industri sektor jasa dan 

manufaktur. 

Semenara di Indonesia, Iskar et al. (2021) 

menemukan bahwa penerapan PSBB di Jakarta 

berdampak negatif terhadap pekerja informal. Hal 

tersebut karena PSBB menghilangkan mata 

pencaharian pekerja di sektor tersebut dan memaksa 

banyak bisnis gulung tikar. Sementara itu, Ridwan 

(2023) menemukan bahwa pembatasan sosial di masa 

Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada 

perekonomian Kota Depok, terutama di sektor UMKM 

dan pariwisata yang mengakibatkan menurunnya daya 

beli masyarakat. 

Merujuk pada uraian di atas, belum ada penelitian 

yang menganalisi dampak Pandemi Covid-19 pada 

pada tingkat Kabupaten/Kota secara luas. Maka, 

berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota 

di Pulau Sumatera 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan 

terdampak apabila pemerintah melakukan intervensi 

terhadap konsumsi komoditas atau jasa yang menjadi 

komponen PDRB (Puji Lestari & Yolanda, 2022). Oleh 

karena itu, sangat penting bagi pemerintah, dalam hal 

ini pemerintah daerah, untuk menggunakan 

instrumen fiskal, khususnya APBD, guna meredam 

dampak pandemi COVID-19 (Yushkov & Alexeev, 

2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) muncul sebagai instrumen utama pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah di Indonesia sejak masa 

reformasi, yaitu saat otonomi daerah mulai 

diterapkan. Menurut Ma & Mao (2018), menyatakan 

bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber 

daya dan kebutuhan daerah sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik masyarakat setempat.  

Belanja perlindungan sosial merupakan salah satu 

dari enam kategori belanja yang paling banyak 

mendapat perhatian. Belanja perlindungan sosial 

membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi 

guncangan, terutama bagi mereka yang termasuk 

dalam kategori rentan (Osabohien et al., 2022). 

Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, Program Perlindungan 

Sosial, dan Program Perlindungan Sosial selama 

pandemi COVID-19 merupakan beberapa bentuk 

belanja perlindungan sosial tersebut. Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu 

Indonesia Pintar, dan Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan Nasional merupakan contoh program 

bantuan sosial yang memberikan bantuan tanpa 

mengharuskan adanya iuran. Sementara itu, program 

jaminan sosial, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

dan Jaminan Kesehatan Nasional, merupakan program 

bantuan yang menerima iuran. 



  
 
  
 

 

Page | 72  
 

Relevansi Kebijakan Bansos Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera 
Selama Pandemi Covid-19  
Faisal Labib Zulfiqar1, Muhammad Ilham Maulana2, Ali Abrori3

 

 

Jurnal Pajak dan Keuangan Negara  Vol.6, No.1, (2024), 
Hal.68-80 

 

Dampak epidemi Covid-19 khususnya dan belanja 

pemerintah, khususnya belanja perlindungan sosial, 

terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi subjek 

beberapa penelitian sebelumnya. Akan tetapi, saat ini 

belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana 

belanja perlindungan sosial memengaruhi hubungan 

antara pandemi COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi 

di kabupaten dan kota di Indonesia. Pembangunan 

ekonomi sangat dipengaruhi oleh pengeluaran 

perlindungan sosial, seperti subsidi pengasuhan anak, 

menurut penelitian (Järnberg & Värja, 2023).  

Penelitian tentang pandemi Covid-19 di Vietnam 

mengungkapkan bahwa belanja perlindungan sosial 

dapat mengurangi dampak pandemi secara signifikan 

(Nguyen & Bui, 2022). Penelitian Lustig (2023) di 

Amerika Latin menemukan bahwa dampak Pandemi 

Covid-19 terhadap masyarakat yang rentang secar 

ekonomi signifikan. Namun, dengan adanya belanja 

perlindungan sosial, dampat memitigasi dampak 

tersebut, terutama di Brazil dan Argentina. Hasil 

serupa ditemukan dalam peneltian Zweig et al. (2021) 

dimana implementasi kebijakan bantuan sosial yang 

baik, dapat memitigasi dampak Pandemi Covid-19 di 

Amerika Serikat, Vietnam, hingga Ethiopia. 

Namun demikian, beberapa penelitian lain 

menghasilkan temuan yang bertolak belakang. Kim 

(2020) misalnya, menemukan bahwa belanja 

perlindungan sosial yang dianggarkan tidak dapat 

menanggulangi kesulitan ekonomi yang dialami 

masyarakat selama Pandemi Covid-19. Selain itu, 

Pangaribowo et al. (2022) menemukan bahwa dampak 

belanja bantuan sosial masih belum jelas manfaatnya.  

Merujuk pada uraian di atas, penelitian terkait 

dampak Pandemi Covid-19 serta mitigasi kebijakan di 

level daerah masih terbatas. Selain itu, terdapat 

inkonsistensi dalam hasil pengaruh belanja bantuan 

sosial terhadap dampak Pandemi Covid-19. Untuk itu, 

dengan mengacu pada uraian sebelumnya, hipotesis 

kedua penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H2: Belanja Perlindungan Sosial pada APBD 

Kabupaten/Kota mampu memoderasi pengaruh 

Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera 

 

 

 

3.  METODE PENELITIAN 
3.1  Data dan Sampel 

Sampel dari penelitian ini merupakan 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam kurun 

waktu 2018 s.d. 2021. Penggunaan sampel dimulai 

pada tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2021 

karena meliputi dua tahun sebelum dan dua tahun 

saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang berasal dari Laporan Badan Pusat 

Statistik serta Laporan Non-Publik yang dimintakan 

dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 

Kementerian Keuangan. Kabupaten/Kota yang tidak 

memiliki data lengkap pada kurun waktu pengamatan 

dikeluarkan dari sampel penelitian. Sampel akhir dari 

penelitian ini terdiri dari 136 Kabupaten/Kota di Pulau 

Sumatera dalam kurun waktu empat tahun, sehingga 

menghasilkan 544 sampel-tahun pengamatan.  

3.2 Model Pengujian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan Regresi Data 

Panel menggunakan Stata 17. Pengujian terdiri dari uji 

statistik deskriptif, uji pemilihan model, dan uji 

hipotesis. Regresi data panel dilakukan untuk menguji 

pengaruh Pandemi Covid-19 dan jenis belanja 

menurut fungsi pada APBD di Kabupaten/Kota di Pulau 

Sumatera terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta 

bagaimana belanja perlindungan sosial di APBD di 

Pulau Sumatera dapat memoderasi hubungan 

tersebut. Variabel Dependen dari Penelitian ini adalah 

Pertumbuhan Ekonomi. Merujuk pada penelitian 

(Järnberg & Värja, 2023) pertumbuhan ekonomi 

diproksikan dengan laju pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto Daerah (PDRB) untuk setiap 

kabupaten/kota.  
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Sementara itu, variabel independen yang akan 

diuji adalah Pandemi Covid-19 serta jenis belanja 

menurut fungsi yang ada di APBD Kabupaten/Kota. 

Variabel Pandemi Covid-19 diukur dengan 

menggunakan variabel dummy untuk memudahkan 

penelitian. Untuk tahun-tahun sebelum Pandemi, 

maka diberikan nilai 0, sementara pada tahun-tahun 

ketika Pandemi berlangsung diberikan nilai 1. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Bajary et al. (2023). 

Sementara belanja pemerintah diukur dengan 

menggunakan logaritma natural setiap jenis belanja 

daerah. Ada tiga jenis belanja Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai variabel 

independen. 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: diolah Penulis (2024) 

Pertama, yaitu Belanja Pendidikan, dengan 

asumsi belanja tersebut adalah belanja yang memiliki 

minimum mandatory spending sesuai dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), sehingga 

diharapkan adanya dampak yang signifikan (Syahputra 

et al., 2023). Kedua, Belanja Kesehatan dan Belanja 

Perlindungan Sosial  (Juwita, 2023b) yang berkaitan 

erat dengan penanganan Pandemi Covid-19 (Coccia & 

Benati, 2023). Pada pengujian lanjutan, akan diuji 

pengaruh moderasi dari Belanja Perlindungan Sosial 

terhadap pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau 

Sumatera.

 

Tabel-1: Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskripsi Sumber 

PDRB Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Jarnberg & Varja (2023) 

COVID-19 Dummy Variabel, 1 apabila APBD untuk tahun 2020 & 

2021, dan 0 apabila untuk tahun 2018 & 2019 

Bajary et al. (2023) 

Kesehatan Ln Belanja Kesehatan pada APBD Kabupaten/Kota 

Devarajan et al. (1996) dan 

Jarnberg & Varja (2023) 

Pendidikan Ln Belanja Pendidikan pada APBD Kabupaten/Kota 

Sosial Ln Belanja Perlindungan Sosial pada APBD 

Kabupaten/Kota 

Sumber: diolah Penulis (2024) 

Merujuk kepada Uraian di atas, maka hipotesis 

dari penelitian ini diuji dengan persamaan berikut ini: 

Persamaan 1: 

PDRBit = β0 + β1COVIDit + β2Sosialit + β4Kesehatanit + 

β5Pendidikanit + ϵ 

Persamaan 2: 

PDRBit = β0 + β1COVIDit + β3SosialxCOVID-19it + 

β4Kesehatanit + β5Pendidikanit + ϵ 
 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1  Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan 

bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB pada 136 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera dalam kurun 

waktu 4 tahun pengamatan sebesar 4,54%. Nilai 

tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar 3,99% dalam kurun waktu 

yang sama (BPS, 2024). Nilai standar deviasi sebesar 

0,0024 yang lebih kecil dari nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa nilai laju pertumbuhan PDRB 

tidak terlalu berbeda antar Kabupaten/Kota di mana 

hal tersebut ditunjungan dengan nilai minimum 

sebesar -26,37% dan nilai maksimum mencapai 

30,11%. 

Sementara itu, tabel 2 juga menunjukkan statistik 

deskriptif terhadap tiga jenis belanja daerah pada 136 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Belanja 

Pendidikan memiliki rata-rata sebesar Rp361 Miliar 

dengan standar deviasi Rp207 Miliar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang mencolok antara satu daerah dan daerah lain. 

Nilai minimum dari belanja pendidikan sebesar Rp55 

Miliar sementara nilai maksimumnya sebesar Rp1.194 

Miliar. 
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Pada belanja kesehatan, rata-rata selama empat 

tahun sebesar Rp207 Miliar dengan standar deviasi 

Rp100 Miliar. Nilai belanja kesehatan terkecil sebesar 

Rp40 Miliar sementara terbesarnya sebesar Rp 793 

Miliar. Rata-rata untuk belanja perlindungan sosial 

sebesar Rp 18 Miliar dengan standar deviasi Rp11 

Miliar. Nilai terendah belanja sosial sebesar Rp2 Milar 

dan nilai tertinggi sebesar Rp 120 Miliar.  

4.2  Uji Regresi 

Uji pemilihan model dilakukan sebelum uji 

hipotesis untuk menentukan model yang paling sesuai 

diantara common effect model (CEM), fixed effect 

model (FEM), dan random effect model (REM). Hasil 

pengujian melalui uji chow sebagaimana Tabel 3 

menunjukkan nilai prob. sebesar 0,9993 > 0,05 yang 

mengindikasikan bahwa model yang paling sesuai 

adalah antara random effect model (REM) atau 

common effect model (CEM) dibandingkan fixed effect 

model (FEM). Untuk mengonfirmasi hal tersebut, 

dilakukan uji lagrange-multiplier (LM) dengan hasil 

nilai prob. 0.0197 < 0,05.  

Tabel-3: Hasil Uji Chow & Lagrange Multiplier (LM) 

Variabel 
Dependen 

prob. Uji 
Chow 

prob. Uji LM 

PDRB 0,9993 0.0197 

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024) 

Merujuk kepada dua pengujian tersebut, maka 

model yang paling sesuai untuk digunakan dalam 

pengujian regresi data panel pada penelitian ini adalah 

Random Effect Model (REM). Pemilihan model regresi 

Random Effect Model (REM) dinilai tepat tidak hanya 

secara statistik, namun juga secara intuitif, mengingat 

terdapat perbedaan yang mencolok dalam 

karakteristik serta sumber daya antar kabupaten/kota 

di Pulau Sumatera. Hal ini sesuai dengan Bell & Jones 

(2015) yang menyatakan bahwa model REM paling 

tepat digunakan pada situasi data panel yang memiliki 

perbedaan mencolok antar kelompok. 

Tabel-2: Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel Jumlah Rata-Rata Std. Dev. Min Max 

PDRB 544 0,0454 0,0024 0,2637 0,3011 

PENDIDIKAN 544 361 Miliar 207 Miliar 55 Miliar 1.194 Miliar 

KESEHATAN 544 207 Miliar 100 Miliar 40 Miliar 793 Miliar 

SOSIAL 544 18 Miliar 11 Miliar 2 Miliar 120 Miliar 

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024) 

Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya 

interaksi antar variabel independen, maka dilakukan 

uji multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas 

menunjukkan bahwa data pada penelitian ini tidak 

terdapat gejala multikolinearitas, dibuktikan dengan 

nilai hasil uji untuk seluruh variabel independen nilai 

VIF < 10 sementara nilai 1/VIF > 0.1. Sehingga, 

pengujian dapat dilanjutkan dengan melakukan uji 

hipotesis dengan regresi data panel menggunakan 

random effect model (REM).  

Tabel-4: Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF 1/VIF 

COVID-19 3.13 0.3190 

PENDIDIKAN 2.82 0.3548 
KESEHATAN 1.37 0.7281 

SOSIAL 1.05 0.9497 

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024) 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan random 

effect model (REM) sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 5, diketahui bahwa pada Persamaan 1, variabel 

independen Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 136 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.  

Dampak negatif dari Pandemi Covid-19 terhadap 

Ekonomi Regional di Pulau Sumatera salah satunya 

dikarenakan adanya Penerapan PSBB di Pulau 

Sumatera. Akibatnya, kebijakan tersebut menurunkan 

aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga terjadi 

penurunan transaksi baik di sektor barang maupun 

jasa. Misalnya, dampak terhadap sektor Pariwisata di 

Padang, Sumatera Barat (Analia & Budiman, 2023). 

Selain itu, Khoirudin (2021) menemukan adanya 

penurunan ekonomi di Sumatera Selatan yang 

mencapai -0,11% pada tahun 2020. Sementara 
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penelitian Andrianus et al. (2021) menemukan adanya 

menurunnya pendapatan masyarakat di Sumatera 

Barat. 

Tabel-5: Output Regresi Laju Pertumbuhan PDRB 

terhadap Variabel Independen 

Variabel Persamaan 1 Persamaan 2 

PDRB Coeff. Coeff. 

COVID-19 -0,0234* -0,4958* 
SOSIAL 0,0147*  

COVID-
19*SOSIAL 

 0,0201* 

PENDIDIKAN 0,004 0,0038 

KESEHATAN -.0029 -0,0028 
Catatan: 
*Signifikan pada p<0,05. 

Sumber: diolah Penulis, Output Stata-17 (2024) 

Temuan ini sejalan dengan temuan dari Ashraf 

(2020), Zhang et al. (2021), Elnahass et al. (2021), 

Osterrieder et al. (2021) dan Wu et al. (2021) yang 

menemukan hasil yang sama. Selain itu, Iskar et al. 

(2021) dan Ridwan (2023) juga menemukan hal yang 

serupa dalam konteks Indonesia. Merujuk kepada hal 

tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan 

Pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di 

Pulau Sumatera dalam penelitian ini diterima. 

Uji Regresi data panel dengan random effect 

model (REM) menunjukkan bahwa belanja 

perlindungan sosial mampu berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau 

Sumatera. Sementara itu, belanja di bidang 

pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Merujuk 

pada hal tersebut, Persamaan 1 menunjukkan bahwa 

belanja kesehatan krusial untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di masa sebelum dan pada 

saat pandemi. Di lain pihak, belanja pendidikan dan 

kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan. 

Hasil pengujian yang dilakukan dengan random 

effect model pada Persamaan 2 dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh moderasi dari belanja 

perlindungan sosial terhadap hubungan antara 

Pandemi Covid-19 dan Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hal tersebut akan 

menjawab pertanyaan apakah pembagian Bantuan 

Sosial, yang merupakan bagian dari Belanja 

Perlindungan Sosial, relevan di Pulau Sumatera dalam 

kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi, 

khususnya selama Pandemi Covid-19.  Tabel 5 

memberikan gambaran mengenai hasil pengujian 

regresi, di mana sama seperti Persamaan 1, pengaruh 

Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada persamaan 2 

berpengaruh secara signifikan dan negatif. Sementara 

itu, dari tabel tersebut pula diketahui bahwa interaksi 

antara belanja perlindungan sosial dan pandemi 

Covid-19 berpengaruh signifikan dan positif. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien yang 

positif sebesar 0,0201 dan signifikan pada tingkat 5%. 

Merujuk kepada hal tersebut, maka hipotesis kedua 

yang menyatakan bahwa Belanja Perlindungan Sosial 

pada APBD Kabupaten/Kota mampu memoderasi 

pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada 

penelitian ini diterima. 

Hasil signifikan pengaruh belanja perlindungan 

sosial pada persamaan 1 dengan diperkuat interaksi 

antara belanja perlindungan sosial dan pandemi 

Covid-19 berpengaruh signifikan dan positif pada 

persamaan 2, menandakan bahwa belanja 

perlindungan sosial merupakan quasi moderator. Hal 

ini mengindikasikan bahwa variabel moderator 

belanja perlindungan sosial tidak hanya mampu 

berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah secara langsung, namun juga dapat 

mengurangi dampak negatif dari Pandemi Covid-19 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 136 

Kabupate/Kota di Pulau Sumatera (Akhmadi et al., 

2023)  

Belanja perlindungan sosial dimaksudkan untuk 

menjaga masyarakat dari guncangan krisis, terutama 

bagi masyarakat yang rentan. Belanja perlindungan 

sosial ini diwujudkan dalam bentuk Bantuan Sosial, 

Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial Lainnya, dan 

Perlindungan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. 

Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat di masa 

krisis dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. 

Selain itu, belanja perlindungan sosial dalam bentuk 

uang maupun barang, dapat mengurangi dampak 

pandemi Covid-19, khususnya di bidang daya beli, 

menciptakan permintaan (An et al., 2023). Pemberian 
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uang tunai atau belanja pemerintah untuk 

menyediakan bantuan sosial beruapa barang 

kebutuhan pokok, akan meningkatkan likuiditas di 

pasar (Albani et al., 2022). Pada akhirnya, akan 

mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan 

permintaan secara agregat. Hal ini akan mencegah 

kontraksi ekonomi lebih jauh. 

Sementara itu, tidak signifikannya pengaruh 

belanja kesehatan dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di masa Pandemi Covid-19 dapat disebabkan 

oleh beberapa hal. Li et al. (2021) menemukan bahwa 

kenaikan belanja kesehatan pada masa Pandemi lebih 

banyak ditujukan untuk menopang situasi gawat 

darurat kesehatan di masa pandemi. Hal ini 

menyebabkan kebijakan belanja kesehatan tidak 

dimaksudkan dalam rangka efisiensi pertumbuhan 

ekonomi, namun untuk mengatasi penyebaran 

penyakit yang masif (Vysochyna et al., 2023). 

Selain itu, menurut Acharya et al. (2021), 

peningkatan biaya kesehatan biasanya bersifat reaktif. 

Hal ini untuk mengatasi krisis kesehatan dibandingkan 

untuk menghasilkan sistem kesehatan yang 

berkelanjutan. Akibatnya, sebagaimana ditemukan 

oleh Hartman et al. (2022), fokus dari peningkatan 

belanja kesehatan adalah untuk melakukan 

penyembuhan dan pencegahan wabah, bukan untuk 

mendorong sistem kesehatan yang menopang 

ekonomi dalam jangka panjang. 

Hal yang sama juga ditemukan pada variabel 

belanja pendidikan. Ketika pandemi covid-19 secara 

otomatis proses belajar-mengajar secara klasikal 

terhenti. Akibatnya, belanja yang dikeluarkan lebih 

dipergunakan untuk melakukan penyesuaian-

penyesuaian selama Pandemi, seperti tunjangan pulsa 

dan paket data bagi pendidik dan peserta didik 

(Sukmawati & Maryanti, 2021). Selain itu, tidak 

signifikannya dampak belanja pendidikan pada 

penelitian ini diakibatkan karena biasanya hasil dari 

belanja pendidikan baru dirasakan dalam jangka 

panjang. Dengan gangguan berupa pandemi covid-19 

yang menyebabkan learning loss serta waktu 

pengamatan yang tidak terlalu panjang, menyebabkan 

variabel belanja pendidikan tidak dapat berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

136 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera (Haider et al., 

2021). 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di 136 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Selain itu, belanja 

kesehatan dan belanja pendidikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional 

semasa Pandemi Covid-19. Di sisi lain, belanja 

perlindungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, ketika 

belanja perlindungan sosial berinteraksi dengan 

Pandemi Covid-19, menghasilkan hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja 

Perlindungan Sosial bertindak sebagai quasi 

moderator. Merujuk kepada hal tersebut, maka 

bantuan sosial, sebagai komponen belanja 

perlindungan sosial, relevan sebagai kebijakan untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.  

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Implikasi dari penelitian ini dapat dirumuskan 

beberapa rekomendasi. Pertama, melakukan 

penguatan belanja kesehatan, terutama ketika krisis 

seperti Pandemi Covid-19. Mandatory spending 

belanja kesehatan sebesar 10% telah diamanatkan 

dalam UU HKPD. Namun, merujuk pada data, secara 

rata-rata pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau 

Sumatera masih belum memenuhi ketentuan 

tersebut. Kedua, pengaruh tidak signifikan belanja 

pendidikan tidak serta merta mengindikasikan 

perlunya pengurangan biaya pendidikan. Penelitian 

tentang dampak pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dalam jangka panjang diperlukan, diiringi 

dengan bagaimana suatu krisis berdampak pada 

lanskap pendidikan suatu masyarakat, khususnya di 

era Pandemi Covid-19. Terakhir, hubungan yang 

signifikan belanja perlindungan sosial secara 

independen mengindikasikan bahwa belanja 

perlindungan sosial dapat secara langsung mendorong 
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pertumbuhan ekonomi. Efek moderasi belanja 

perlindungan sosial, mengindikasikan belanja tersebut 

sangat diperlukan, terutama ketika krisis seperti 

Pandemi Covid-19. Adanya bantuan tunai dan barang 

kebutuhan pokok menjadi jaring pengaman bagi 

masyarakat yang rentan terhadap krisis. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu 

pertama terkait dengan data dan jangka waktu 

penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada dua 

tahun sebelum dan dua tahun selama Pandemi Covid-

19. Bagaimana belanja Bansos dan dampak krisis 

dalam jangka panjang perlu penelitian lebih lanjut. 

Selain itu, penelitian ini tidak mempertimbangkan 

semua variabel kontrol yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, seperti faktor demografi, 

infrastruktur, atau kondisi politik di daerah. Penelitian 

selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut untuk menanggulangi risiko bias dalam hasil 

penelitian, karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 

oleh banyak faktor selain belanja pemerintah dan 

krisis, seperti Pandemi Covid-19. 
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